





A. Latar Belakang Masalah 
Kekayaan Intelektual telah menjadi isu yang sangat penting dan telah 
diakui baik dalam tataran nasional, regional, maupun internasional. Kekayaan 
Intelektual juga turut mempengaruhi pembangunan nasional yang sedang 
dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai salah satu Negara 
peserta (contracting state) World Trade Organization (WTO) telah terikat 
untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasionalnya sehingga sesuai dengan 
Perjanjian perdagangan tersebut. Lebih jauh lagi Indonesia pun dituntut untuk 
secara konsisten menegakkan aturan-aturan yang telah disepakatinya itu. 
Perkembangan Kekayaan Intelektual saat ini juga tidak dapat dipisahkan 
dari organisasi perdagangan dunia atau WTO yang secara resmi menggantikan 
(General Agreement on Tariff and Trade) GATT sejak tanggal 1 januari 1995 
berdasar hasil kesepakatan Uruguay Round tahun 1994. Kekayaan Intelektual 
telah menjadi isu yang sangat penting dan mendapat perhatian baik di tataran 
forum nasional maupun internasional. Dimasukkannya Trade Related Aspects 
of Intellectual Property (TRIP) dalam paket persetujuan WTO pada tahun 
1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan Hak Kekayaan 
Intelektual di seluruh dunia.1 TRIP merupakan kesepakatan internasional 
paling lengkap berkenaan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual.2 
Kesepakatan secara bersama ini berkenaan dengan perlindungan Kekayaan 
Intelektual menjadi dasar pertimbangan bahwa Kekayaan Intelektual 
merupakan suatu hak yang harus dilindungi keberadaanya. Perlindungan ini 
diharapkan akan membawa perubahan yang besar bagi pemegang Kekayaan 
Intelektual secara umum. 
Pada Sistem Kekayaan Intelektual yang mengadopsi rezim TRIP juga 
telah memberikan batas waktu bagi negara-negara anggotanya, khususnya 
                                                          
1 Muhamad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HKI, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 6 
2 Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, PT Alumni, Bandung,  
2006, hlm. 149 
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kepada negara berkembang untuk melakukan penyesuaian hukum nasionalnya 
mengenai Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual, untuk itu 
Indonesia sebagai Negara anggota WTO telah tunduk pada peraturan yang 
berlaku termasuk segala akibat hukumnya untuk diterapkan di Indonesia.3 Di 
Indonesia sendiri juga pernah membuat dan mengundangkan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan jauh 
sebelum kesepakatan mengenai pembentukan World Trade Organization 
ditandatangani, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1992 tentang Merek. 
Sejarah kemunculan rezim hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia 
menggambarkan bahwa keikutsertaan Indonesia masuk dalam lingkaran rezim 
Kekayaan Intelektual dunia, selain karena tekanan internasional juga karena 
tuntutan modernitas yaitu suatu kerangka yang mewadahi pertumbuhan 
ekonomi, mobilisasi sosial dan ekspansi perluasan budaya. Adapun 
pertumbuhan ekonomi secara statistik dapat dilihat dari pendapatan perkapita. 
Mobilisasi sosial merupakan proses keterlibatan yang lebih besar dalam 
kelompok-kelompok sekunder, dan kelompok referensi baru yang terpisah dari 
yang tradisional seperti keluarga, kekerabatan dan komunitas sosial.4 
Eksistensi Kekayaan Intelektual sangat erat kaitanya dengan dunia 
perdagangan baik dalam tataran domestik maupun global, untuk saat ini 
masyarakat dunia harus berada pada global commitment untuk saling 
mengakui dan saling menghargai akan potensi intelektual masing-masing 
negara. Berkembangnya makna karya-karya intelektual dalam aspek bisnis 
telah mengindikasikan terdapatnya dinamika baru berupa potensinya hasil 
intelektualitas dari rasa, karsa, dan cipta manusia.5   
Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang 
atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual Mereka 
dengan memberikan hak-hak khusus bagi Mereka baik yang bersifat sosial 
                                                          
3 Etty S.Suhardo, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKI, Magister Ilmu Hukum Universitas  
Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 1 
4 Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Hak Intelektual, PT eresco, Bandung, 1990, hlm. 10 
5 Etty S.Suhardo, Op.Cit., hlm. 1 
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maupun ekonomis.6 Berdasarkan substansinya, Kekayaan Intelektual 
berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya 
intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Perlindungan ini 
bertujuan untuk pengakuan terhadap karya seseorang atau Badan Hukum, 
sehingga karya tersebut menjadi jelas kepemilikanya dan hak-hak yang 
diperoleh oleh pemiliknya atas karya tersebut. 
Bidang-bidang Kekayaan Intelektual yang telah diatur dalam hukum 
Indonesia meliputi antara lain: Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014), Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016), Rahasia Dagang 
(Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000), Desain Industri (Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000), Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). 
Merek  yang juga termasuk kedalam bidang Kekayaan Intelektual yang 
telah diatur dalam hukum Indonesia.7 Dalam perkembangan lebih lanjut, 
beberapa Negara maju telah memasukan tanda tiga dimensi (three-
dimensional signs) seperti bentuk sebuah produk (shapes of products) atau 
kemasan (packaging) sebagai merek8, kemudian menurut Singapore Treaty on 
the Law of the Trade Mark 2006 merek dapat berupa warna saja, gambar tiga 
dimensi atau merek dalam bentuk hologram, dan Motion Mark.9 Pengertian 
merek disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek, pengertian Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek adalah: 
“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan 
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda 
dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” 
                                                          
6 Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 45 
7 Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 31 
8 Valerie Selvie, “Domain Name and Mark Issues on The Internet: The Perspective of Australian  
Law”, dalam artikel Jurnal Gloria Juris, Vol. 5, No. 3, September-Desember 2005, hlm. 
224. 
9 Syafrinaldi, “Urgensi dan Permasalahan Harmonisasi Undang-Undang Merek Terhadap Protokol 
Madrid”, dalam artikel  Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 28 No. 2, 2009,  hlm. 8-9 
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Hak Merek diberikan oleh Negara hal ini dikarena Hak Merek tidak lahir 
secara otomatis seperti halnya Hak Cipta. Hak Merek lahir karena 
pendaftaran. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatakan bahwa : 
“Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik 
Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu 
dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada 
pihak lain untuk menggunakannya.” 
Pengertian hak Merek seperti yang di maksud Pasal diatas menjelaskan 
bahwa hak Merek merupakan hak ekslusif yang diberikan kepada pemilik 
Merek yang mendaftarkan Mereknya melalui proses yang telah ditetapkan 
oleh Undang-Undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek, sehingga terdaftar dalam daftar umum Merek dan 
diumumkan dalam berita merek. Pengertian dari hak ekslusif atas Merek itu 
sendiri merupakan bentuk kepemilikan hak atas Merek yang sifatnya 
monopolistic. Wujud monopolistic Merek ini dinyatakan dalam tiga bentuk 
tindakan, yaitu:10 
1. Pertama, si pemilik hak eksklusif atas Merek berhak untuk 
menggunakan sendiri Mereknya;  
2. Kedua, si pemilik hak eksklusif atas Merek berhak untuk memberikan 
izin kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut;  
3. Ketiga, si pemilik hak eksklusif atas Merek berhak untuk melarang 
orang lain menggunakan Merek tersebut. 
Pemilik Merek terdaftar juga dapat melakukan pengalihan hak atas 
Mereknya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2001 tentang Merek dengan cara anatar lain: pewarisan, wasiat, 
hibah, Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang di-benarkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Selain dapat menggunakan sendiri Mereknya atau 
mengalihkan hak Mereknya, Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan izin 
                                                          
10 Diunduh dari http://pusathki.uii.ac.id/artikel/artikel/menegakan-hak-atas-merek-dagadu-sebagai-
hak-eksklusif.html pada tanggal 07 Juni 2016 pada pukul 09.05 WIB. 
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kepada pihak lain untuk menggunakan hak Mereknya. Pemberian izin inilah 
yang disebut Lisensi, hal ini sesuai dengan pengertian Lisensi dalam Pasal 1 
ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu : 
“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak 
lain melalui suatu Perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau 
sebagian jenis barang dan/atau jasa didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat 
tertentu.” 
Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek menentukan bahwa pemilik Merek terdaftar berhak memberikan 
Lisensi kepada pihak lain dengan Perjanjian bahwa penerima Lisensi akan 
menggunakan Merek tersebut untuk sebagaian atau seluruh jenis barang atau 
jasa. Perjanjian Lisensi berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, 
kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari 
jangka waktu perlindungan Merek Terdaftar yang bersangkutan.11 Dengan 
demikian haruslah dibuat suatu Perjanjian untuk memberikan Lisensi tersebut 
kepada pihak lain, sedangkan dalam pembuatan Perjanjian seseorang pastilah 
membutuhkan suatu kepastian dan keadilan hukum dengan adanya suatu 
tulisan atau bukti tertulis dalam proses Perjanjian tersebut. Di dalam Pasal 
1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pembuktian 
dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan 
tulisan-tulisan di bawah tangan.  
Akta autentik yang dibuat di dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 
Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang 
diberi wewenang di tempat akta tersebut dibuat, dalam penjelasan tersebut 
yang dimaksud disini adalah pejabat hukum yang bertugas membuat akta 
notariil sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu Perjanjian.  Profesi hukum 
yang dimaksud tersebut adalah seorang Notaris, dimana di dalam Pasal 1 ayat 
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa 
apa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang 
                                                          




untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang 
lainnya. Akta autentik adalah akta yang memuat kebenaran formil, maka 
seorang notaris memiliki kewajiban menjelaskan kepada para pihak bahwa apa 
yang termuat dan tercantum dalam akta adalah sesuai dengan kesepakatan 
para pihak dan keduanya telah memahami apa saja yang menjadi isi akta yang 
telah dibuat oleh Notaris tersebut. Tugas dan fungsi Notaris disini menjadi 
penting, karena notaris juga turut bertanggung jawab atas akta yang telah 
dibuatnya dan juga memberikan pemahaman hukum bagi para pihak dalam 
melakukan Perjanjian tersebut sehingga tidak ada yang merasa dirugikan 
nantinya dalam Perjanjian tersebut.  
Pelaksanaan pemanfaatan pada Lisensi diawali dengan Perjanjian antara 
pemilik Merek (pemberi Lisensi) dengan pihak yang akan menggunakan hak 
Merek (penerima Lisensi). Dengan demikian Lisensi Merek bukan peralihan 
hak Merek tetapi hanya pemberian izin untuk menggunakan dan 
memanfaatkan secara ekonomis hak atas Merek.  
Perjanjian Lisensi Merek ini akan memberi manfaat bagi pemilik Merek 
selaku pemberi Lisensi (licensor) yaitu untuk memperluas usahanya dengan 
mendapatkan royalti yang diperoleh dari pemberian izin kepada penerima 
lisesnsi. Manfaat dari Perjanjian Lisensi ini tidak hanya diperoleh oleh 
pemberi Lisensi melainkan juga penerima Lisensi (licensee), karena dengan 
adanya Perjanjian Lisensi ini akan memberikan hak baginya untuk 
menggunakan suatu Merek tertentu.  
Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek 
yaitu penggunaan Merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi 
dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di Indonesia oleh pemilik 
Merek, sehingga tidak ada perbedaan Hak Merek yang digunakan oleh pemilik 
Hak Merek maupun pihak lain yang telah mendapatkan Lisensi untuk 
menggunakanya. 
Perlindungan hukum terhadap Merek di Indonesia dilakukan dengan 
sistem konstitutif. Maksudnya adalah, bahwa hak atas Merek tersebut timbul 
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karena pendaftarannya (first to file).12 Hal ini terbukti bahwa untuk 
melindungi Merek dagangnya, maka para pemilik Merek harus mendaftarkan 
Mereknya secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 
Secara filosofis, landasan hak kekayaan intelektual didasarkan pada 
adanya hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini melekat sebagai 
penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, 
sehinggal oleh karenanya perlu diberikan perlindungan hukum.13 Setiap 
pemilik Merek yang telah mendaftarkan Mereknya, berhak memperoleh 
perlindungan hukum atas Merek tersebut. Diperolehnya perlindungan hukum 
atas Merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran 
Merek sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 
Merek dimana hak Merek akan diberikan oleh negara kepada pemilik Merek 
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.  
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut 
menjelaskan bahwa pendaftaran adalah proses yang harus dilakukan oleh 
pemilik Merek untuk mendapatkan hak Merek, tanpa adanya pendaftaran 
maka tidak akan ada perlindungan terhadap hak Merek.  
Terhadap Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek masih 
dapat dimintakan pembatalan pendaftaran Merek sesuai dengan Pasal 68 ayat 
(1) yang mengatakan bahwa: 
“Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang 
berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 
dan 6.” 
Gugatan pembatalan Merek ini juga dapat diajukan melalui Pengadilan 
Niaga di Indonesia oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: Jaksa, 
                                                          
12  Cita Citrawinda Priapantja, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia, Biro Oktroi Rooseno,  
Bogor, 2000,  hlm. 1 
13 Susilowardani, “Optimalisasi Nilai Ekonomi HAk Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank  
(Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, 
Perbankan dan Fidusia.)”, artikel pada Jurnal Repertorium, edisi I, Tahun I. 2014 
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yayasan/ lembaga di bidang konsumen, dan majelis/ lembaga keagamaan 
berdasarkan alasan bahwa pendaftaran Merek tersebut seharusnya ditolak atau 
tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang. Selain itu pemilik 
Merek yang tidak terdaftar dapat juga mengajukan pembatalan terhadap 
Merek yang terdaftar tetapi setelah mengajukan permohonan pendaftaran 
kepada Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual (KI). 
Gugatan pembatalan Merek sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanya dapat dilakukan dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Terdapat pengecualian 
pada pembatasan waktu, apabila Merek yang bersangkutan bertentangan 
dengan kesusilaan dan moralitas agama ataupun ketertiban umum. 
Adapun pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan 
ketertiban umum adalah dalam hal penggunaan tanda tersebut dapat 
menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari 
khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk di 
dalamnya pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum yaitu iktikad 
tidak baik. 
Pembatalan Merek tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal dari Daftar 
Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah 
putusan dalam badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum 
tetap yaitu Putusan Pengadilan Niaga yang tidak diajukan kasasi atau upaya 
hukum lagi.  
Pembatalan pendaftaran Merek ini akan secara otomatis menghapus 
perlindungan hukum pada pemegang hak Merek sebelumnya seperti yang 
terdapat juga dalam Pasal 71 ayat (4) yaitu Pembatalan dan pencoretan 
pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas 
Merek yang bersangkutan. Pembatalan pendaftaran Merek mempunyai 
dampak langsung baik terhadap Perjanjian Lisensi Merek yang dibuat oleh 
pemilik Merek (yang dibatalkan) dengan penerima Lisensi Merek.  
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Pembatalan Merek terdaftar akan berakibat terhadap perlindungan hukum 
bagi pemilik Merek terdaftar yaitu sesuai dengan Pasal 71 Undang - Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Pembatalan dan pencoretan 
pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas 
Merek yang bersangkutan. Berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang 
bersangkutan maka akan berakhir juga terhadap Perjanjian Lisensi yang 
berhubungan dengan Merek yang bersangkutan, bagi penerima Lisensi yang 
beritikad baik. Seperti yang tercantum pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa : 
“Penerima Lisensi yang beriktikad baik tetapi kemudian Merek itu dibatalkan 
atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
Merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan penjanjian Lisensi 
tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Lisensi.” 
Berakhirnya perlindungan hukum atas Merek terdaftar yang telah 
dibatalkan sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 
tentang Merek diatas memberikan perlindungan hukum bagi penerima Lisensi 
yang beritikad baik sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Lisensi.  
Perkara tentang pembatalan Hak Merek yang telah dilisensikan kepada 
pihak lain oleh pemilik Merek sebagai contoh adalah pembatalan hak Merek 
Buddha Bar milik George V Eatertainment yang telah diLisensikan kepada PT 
Nireta Vista Creative berdasarkan Surat Direktur Merek Nomor: 
HKI.4.HI.06.03-68 tanggal 15 April 2009 tentang Penarikan Kembali 
Sertifikat Pendaftaran Merek Buddha-Bar Nomor IDM000189681, prosesnya 
akan diuraikan sebagai berikut :14 
1. Pada tanggal 17 Juli 2007 George V Eatertainment melalui kuasa hukum 
yang telah ditunjuk untuk mewakilinya mengajukan permohonan 
pendaftaran Merek untuk Merek Buddha Bar ke Direktorat Jenderal HKI. 
                                                          
14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Nomor 97/G/2009/PTUN.JKT 
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2. Kemudian pada tanggal 16 januari 2009 Direktur Merek Mengeluarkan 
Sertifikat Merek Nomor IDM000189681 untuk Merek Buddha Bar 
dikelas 43. 
3. Merek dengan nama dagang “ BUDDHA–BAR ” milik George V 
Eatertainment telah memberikan izin Lisensi pemakaiannya kepada pihak 
ketiga yaitu PT Nireta Vista Creative berdasarkan Perjanjian Lisensi 
Merek (Trademark License Agreement). 
4.  Sebagai penerima lisensi PT Nireta Vista Creative tersebut saat ini telah 
menggunakan Merek “BUDDHA – BAR” untuk usaha restoran dan bar 
yang berlokasi di Jl.Teuku Umar Nomor 1, Kelurahan Gondangdia, 
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Lisensi yang 
telah dibuat. Pemakaian Merek “BUDDHA – BAR” oleh PT Nireta Vista 
Creative juga telah sesuai dengan jenis jasa yang dimohonkan 
pendaftarannya oleh George V Eatertainment, yaitu untuk Kelas 43: Jasa 
- jasa Restoran (Eatertainment services), bar (bar services ), kafe (cafes 
services ), hotel (hotel services ), akomodasi sementara (temporary 
accommodation ). 
5. Pada tanggal 15 april 2009 melalui Surat Direktur Merek Nomor 
HKI.4.HI.06.03-68/2009 tertanggal 15 April 2009 (“Surat Direktur 
Merek”) Sertifikat Merek dengan Nomor IDM000189681 untuk Merek 
“BUDDHA – BAR” di Kelas 43 telah ditarik kembali dengan alasan 
bahwa pendaftaran Merek “BUDDHA – BAR” atas nama George V 
Eatertainment bertentangan dengan melanggar ketertiban umum 
sebagaimana diatur ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek yaitu bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau 
ketertiban umum. 
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis akan 





B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang masalah maka 
penulis akan merumuskan permasalahan yang diajukan antara lain sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana tanggung jawab pemilik Merek setelah Mereknya 
dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehubungan 
dengan Perjanjian Lisensi? 
2. Apa akibat hukum pembatalan Merek oleh Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual terhadap hak penerima Lisensi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Perumusan tujuan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi 
terhadap masalah yang muncul dalam sebuah penelitian. Tujuan dari penulisan 
tesis ini antara lain sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pemilik Merek 
setelah Mereknya dibatalkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual sehubungan dengan Perjanjian Lisensi. 
b. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum pembatalan 
pendaftaran Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
terhadap hak penerima Lisensi. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam meneliti dalam rangka 
pengembangan ilmu hukum dari masalah-masalah terutama dalam 
hal yang menyangkut tentang Perjanjian Lisensi, tanggung jawab 
pemilik Merek setelah Mereknya dibatalkan oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual sehubungan dengan Perjanjian 
Lisensi maupun akibat hukum pembatalan Merek oleh Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap hak penerima Lisensi. 
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b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum didalam teori 
hukum secara kritis dan sistematis; 
c. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulisan tesis ini diharapkan dapat mencapai tujuan seperti yang telah 
dituliskan di atas, sehingga penulisan ini dapat memberikan kontribusi berupa: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
yang berharga terkait pengetahuan bidang kenotariatan bagi 
pengembangan ilmu dalam bidang Kekayaan Intelektual khususnya 
dalam hal pembuatan akta Perjanjian Lisensi Merek beserta akibat 
hukumnya. 
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-
pihak terkait dan pembentuk Undang-Undang untuk dapat memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna jasa Notaris, pelaku 
dunia usaha serta khususnya bagi seorang Notaris dalam pelaksanaan 
tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. 
